








d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Pemohon mengajukan

permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Galon

Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Tangerang Selatan, dengan

ketentuan sebagai berikut.

Perbedaan Perolehan Suara 

No Jumlah Penduduk 
berdasarkan Penetapan Perolehan Surat 

Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP 
Kabupaten/Kota 

1. � 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk berdasarkan Buku "Kota

Tangerang Se Iatan Dal am Angka 2024", Vol.14, 2024, ha la man 54

adalah sebanyak 1.404. 785 (satu juta em pat ratus em pat ribu tujuh ratus

delapan puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling

banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang

Selatan;

2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 566.767 (lima

ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara, sehingga

perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 566.767 suara = 2.833

(dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara;

3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 212.740 (dua ratus dua

belas ribu tujuh ratus empat puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 1 (Pasion 01) memperoleh 354.027 (tiga ratus lima puluh em pat

ribu dua puluh tujuh) suara, sehingga selisih perolehan suara antara

Pemohon dengan Pasangan Galon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih

sejumlah 141.287 (seratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh

tujuh) suara;
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4. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil pelanggaran-pelanggaran yang

kami uraikan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti

secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai

pelanggaran terhadap pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang

Selatan yang dilakukan oleh Pasangan Galon Nomor Urut 1 dan menjadi

tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan

melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti

terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai

pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena

melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara level bawah

seperti honorer hingga kepala bidang/Kasie bahkan Pejabat Daerah

seperti PJ Walikota Kota Tangerang Selatan.

5. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka

perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan

suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan,

maupun terjadinya dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi

sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL.

Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga

Kota Tangerang Selatan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat

Keputusan KPU Kota sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU

Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, tertanggal 6

Desember 2024 juncto Serita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D. HASIL

KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA);

5. Bahwa bilamana Pasion 01 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti

yang telah diuraikan di atas dan Termohon serta Bawaslu tidak melakukan

pembiaran atau berpihak kepada Pasion 01, perolehan suara Pemohon tidak

akan seperti hasil pleno Termohon tertanggal 6 Desember 2024, melainkan

Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari

pada Pasion 01;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut

hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon
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